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Menimbang 

Mcngingat 

WAUKOTA PALEMBANG 

PROVI NSl SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WALfKOTA PALEMBANG 

NOMOR (j," TAHUN 2014 

TENTANC 

KE'f~';NTUAN PENATAAN BANGUNAN Dl TEP! SUNGA! 

DENCAN RAIIMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa dalam rangka mendukuog upaya pcmerint.ab 
menciptakan ketcrtJoan dan keindahlln kota, pcrlu mcngarur 
keberadaan bangunan yang berada di kawasan tepian 
Sungai; 

b. bahwa dalam upaya penatoan ruang kot.a sccara optimal 
maka bangm1an yang berlokasi di lcpi Sungai, perlu di.atur 
tata letaknya dcngan bagian muka bangunan menghadap ke 
arah Sunsai sehi.ngga Sungai dapal meningkatk~u, fungsi 
dan manfaatnya seks:lligus me,vujudkon lingkungan yang 
teralur, tenib, rapi dan indah pada tepi imngai setempat bagi 
kenyamanan hidup masyarakat; 

c. bahwa Keputusan Walikotamadya Kcpala Daerc!.h Tinskal Tl 
Palembang Nomor 46 Tahun 1998 lentang Ketentuan 
Penataan Bangunan di Tepi Sungai dalam Kotamadya 
Daerah Tingkat II P-d.lembang, sudah tidak sesuai lagi dengan 
pcrkembangan keadaan schingga perlu diganti guna 
discsuaikan dcngan ketcntuan pcr-dturan pt:rundang­
undangan yang berlaku, 

d . babwa berda1:1arkan perlimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mcnelapkon Pcral1.tran 
Walikoca Palcmbnng tenta:ng Ketentuau Penataa.11 Bangunan 
di Tcpi Sunga.i; 

I. Undang-Undang Nvmor 28 Tahun 1959 rentang 
Pembentukan Daerah Tingkal II dan Kolapraja. di Sumatero 
Selatan (Lembara.n Negara RcpubHk Indonesia Ta.bun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lcmbarao Negara Republik Indonesia 
Nomor 18?.J); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lemb1uan Negara ~epublik Indonesia Tabun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

3. Ondang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tcnlang Pcnataan 
Ru~.ng (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrnn 2007 
Nomor 68, Tan1bahan J.embara'1 Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4 725); 



Menetapkan 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaron Negara 
Republik lndoncsia Nomor 5587) sebagaimana lelab diubah 
dengan Peratura.n Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 lentang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan 
Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesfa 
Nomor 5589); 

5. Peraturan Pemerintoh Nomor 36 Tahun 2005 tem.ang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Oedung (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambaha.n Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tohun 2011 lentang 
Sung-di (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tohun 2011 
Nomor 74, Tombahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5230); 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Urnum Nomor 63/PRT/1993 
r.entang Garis Sempadon Sungai, Daerah Manfaat Slulga.i, 
Daerah Penguasaan Sungoi clan Bekas Sungai; 

8. Pcr-c1.turan Doerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2010 
tentang lzin Mendirikan Bongunan (Lcmbaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2010 Nomor 5); 

9. Pcramran Daernh Kata Palembang Nomor 15 Tahun 2012 
tentang Rcncana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kola 
Palembang Tahun 2012 - 2032 (Lcmbaran Daerah Kata 
PalcmbangTahun 2012 Nomor 15); 

MEMUTUSK/\N: 

PERATURAN WAUKOTA TENTANG KETENTUAN PENATAAN 
BANOUNAN DI TEP! SUNOAI 

BABl 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalnm Peraturan Walikola ini yang dimaksud dengan : 

l. Kota adalah Kota Palt:ml>ang. 
2. Walikola adalah Walikota Palembang. 
3. Kcpala Dlnas Tata Kohl ada1ah Kepala Dina~ Tai.a Kota Kota 

Palembang. . .. 
4. Izin Mcndirikan Bangunan yang selonJumya d1:.ingkal fMB 

adalah izin unmk mendirikan bangunan yang ditetapkan 
oleh WaJikota. 



5 . Bangunan adalah wujud fisik hasil pekcrjaan konst:ruksi 
yang menyaru dengan tempat kedudukannya, sebagian 
atau selttnllinya berada di atas clan/atau air yang berfungsi 
sebagoi tempat manusia melakukan kegiatannya, ba:ik 
tempat tinggal atau bunian, kcgiatan keagamaan, kegiatan 
usaha, kegiaton sosial, budaya maupun kcgiatan khusus. 

6. Jalan adalah prasarana lransportasi darat yang meliputi 
scgala bagian jalan tcrmasuk bangunan pelengkap dan 
perlcngkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang 
berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah di 
bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atos 
permukaan air, kecuali jalan kcreta api, jalan lori dan jalan 
katcl. 

7. KawaMn Pt:rkotaan adalah wilayah yang mempuuyai 
kegialan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi 
kawasan scb~ai tempat permukiman perkotaao, 
pemusatan dan distribusi pelayaoan jasa pemcrinlahan, 
pelay0.11an sosial dan kcgiatan ekonomi. 

8 . Sungoi adalall kesatuon wilayah pengelolaan sumber daya 
air dalam satu atau lcbih daerah aliran sungai dan/alau 
pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama 
dengan 2. 000 km", 

9. Kolam Retensi adalah kolam yang bcrfungsi untuk 
menompung air hujan semcntara waktu dcngan 
membcrikan kesempatan unluk da.pa.t m.cresap kedalam 
tanah yang opera-s1onalnya dapat dikombinasikan dcngan 
pompa atau pintu air. 

10. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjeng kanan kiri 
sungai, yani; mempun_yai menfaat pcnUng untuk 
mcmpertahankan kelestarian rungsi sungai. 

11. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar 
pengamanan sungai. 

BAB II 

KAWASAN SEMPADAN SUNGA! 

Pasal 2 

Kawasan Sempadan Sungai, melipuli: 

a . Scmpadan Sungai di Kawasan Pcrkotaan; 

b . kegiatan yang dilidnkan dialokasikan di kawasan sempadan 
Sungni yang meliputi Jalnn inspeksi Bangunnn !;>~a 
sumber daya air, fasilitas jembatan dan dennaga., Ja~ur p1pa 
gas dan air minum, rentangan kabel hsm~ . dan 
telekomunikasi dan Bangunan yang mcndukung panw1sata 
untuk mewujudkan Palembang sebagai Kota Tepian Sungai; 
dan 



c. Bangun.an yang mendukung pariwisata untuk mewujudkan 
Palembang sebagai Kata Tcplan Sungai seperti hotel, 
restoran, loko cindcra mata, dan bangunan lainnya dengan 
tetap memberi akses bagi masyarakat monuju sungaL 

Pasal 3 

Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
dltetapkan 3 (tiga) meter untuk Sungai bertanggul. 

Pasal4 

Sernpadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a 
untuk Sunga.i tidak bertanggul diatur sebagai berilu\t; 

a . kedalatnan kurang dari 3 (tiga) meter Sempadan Sungainya 
10 (sepuluh) meter; 

b . kedalarrian ~ntara ~ (liga) hlngga 20 (dua puluh) meter 
Sempadan Sungainya 15 (lima belas) meter; dan 

c. kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter Sempadan 
Sungainya minimal 30 (liga puluh) meter. 

PasalS 

Kawa58n ·sempadan I<olam Retensi ditetapkru1 dcngan Jarak 
paling rendah 3 (tiga) meler dari tepi Kolam RetensL 

BAB ILi 

KETENTUAN BAGJAN MUT<A BANGUNAN 

Pasal6 

(1) Setiap kegiatan membangun Bangunan yang lolqlsi_tanahnya 
terlelak d.i tepl Sungai, waj ib menghadapl(an bag1an muka 
bangunannya ke arah Sungai. 

(2) Kewaji.ban sebagaimana dimaj(sud pada ayat (1), ~rlalo.t 
terhadap kcgiatan: 

a. mendirikan bangunan oaru; 

b. mendirikall banguna.n tambahan pada bangurian yang 
sudah.ada; dan 

c. menguba:b atm.i, revisi sebagian atac seluruh oangunc/Jl 
yang sudah ada. 



(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana d.irrui½sud pada aya.t (1) 
dan ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi 
Sungai, Lingkungan sekitar lokasi, klasiftkasi Sungai dan 
ketentuan peraturan p.erundang-undangan lainnya yang 
berlaki.t. 

(4) Pertimbangan. terhadap kond.isi sebagaimana pada d1maksud 
ayat (3), ditetapkan oleh Wa!i.kota atas usu! Kepa)a Dina.s 
Tata Kota pada saat pemohon memproses permcihonan 1MB. 

BAB rv 

KONTRUKSIBANGVNAN 

Pasal7 

Setiap Bangunan yang didirikan di tepi Sungai wajlb mernenuhi 
persyaratan ketentuan konst.ruksi Y.ang discsuaikan dengan 
kondisi tanah tempat Bangunan berdiri l>e-rdasarkan kriteria 
teknis yang ditetapkan oleh peratµran perundang-undengan 
yang berlaku. 

BABY 

PELAKSANAAN 

Pasal8 

Setiap kegiatan mcmbangim Bangunan pad-a, lokasi tcpi S1.tngai 
da1am Kata diatur sebagai berikut: 

a. terbadap -p·endirian Bangunen baru, Eangunan tambahan 
pada Ba.ngunan yang telah ada dan mengubah arau revisi 
sebaglan atau selu.ruh Bangunan yang sudah ada, 
ketcntl.lrui dalam "Peraturan Walikota ini berlaku pada saat 
kegiatan membangun tersebut dilaksanakan; dan 

b . tei:hadap Bangunan yang s.udeh ada, ketentuan dalam 
Peraturan Walikota ini berlaku dan d.ilaksanakan secara 
bertahap sa:m-pai dengan t~ggal 31 Dese.mber 2024. 

81\.BVL 

PENGAWASAN 

Pasa! 9 

Kepala Dinas Tata Kola wajib dan berlanggung jawal> 
mclaksanakan dan mclakukan pengawasan torhadap 
pelaksanaan ketentuan Peraturan Walikqta ini s.esuai dengan 
ketentuan pei:aturan peruridang-undangan yang bertaku. 



BAB VD 

tKETENTUAN PENUTUP 

PasallO 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat n Palembang Nomor 46 
Tahun 1998 tentang Ketentuan Penataan Bangunan di Tepi 
Swlgai dalam Kotamadya Daerah Tingkat Il Palembang. dicabut 
clan dinyata.kan tidak bcrlaku. 

Pasalll 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan 
pengundangan Peratumn Wall.kola ini dengan penempatannya 
dalam Berita. Dacrah Kota Pa.lembang. 

Oitetapkan di Palembang 
pada tanggal :HJ M""91rbW 2014 

PIL WALIKOTtLEMBANG, 

-HA8NOJOYO 

Diundangkan di Palembang 
pada tanggal ,0 - II- 2014 
SEKRETARlS OAERAfl KOTA PALEMBANG, 

J!!YAT 
BERITA DAER.AH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 


